
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 
2012 ten tang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai 
Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan 

Air Tanah perlu disesuaikan dengan Peraturan 
Gubemur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Nilai Perolehan Air Tanah, maka untuk mendukung 
upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis . Penentuan Nilai 
Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan 
AirTanah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air 
dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah. 

Mengingat 

Menimbang 

I 
I 
I 

PETUNJUIK TEKNIS PENENTUAN NILA! PEROLEHAN AIR DAN 
PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH 

I 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA 

TENT ANG 
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Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 
Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) 

4. Undang-Undang · Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3984), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang .Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856; 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 .tentang 
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Pengelolaan . Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 20 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penetapan 
Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tah~'ri 2017 Nomor 408); 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 
Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air 
Tanah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah; . 

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 ten tang 
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik.Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor6881); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

' i 

18. 

I 
! 

I 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
l i Pemerintahan ··. Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. 

unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Bombana. 
Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan 
di bidang airtanah. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang 
menyelenggarakan urusan bidang air tanah. 
Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 
tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 
Air baku merupakan air yang berasal dari air tanah 

; 

yang telah diambil dari sumbemya dan telah siap 
untuk dimanfaatkan. 
Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat 
NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan 
dikenai Pajak Air Tanah, besamya sama dengan 
volume air ~ang diambil dikalikan dengan Harga 
DasarAir. 

6. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan : ! . 
i 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
111, 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
' 

I ' : IPERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN 

jPAJAK ATAS PEMANFMTAN AIR TANAH 
! 
i 

MEMUTUSKAN : 

I 
114. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bombana; 

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 
: I tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air 

I 
I 

! dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah. 
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BAB II 
FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH 

Pasal 3 
(1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

setempat dibagi dengan volume pengambilan selama 
umur produksi dalam satuan meter kubik. 

11. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur 
produksi ditambah biaya operasional selama umur 
produksi dalam rupiah. 

12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / 
atau pemanfaatan air tanah. 

13. Faktor Nilai air yang selanjutnya disingkat FNA 
adalah suatu • bobot nilai dari komponen sumber daya 
alam serta peruntukan dan pengelolaan yang 
besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok 
pengguna air tanah serta volume pengambilannya. 

14. Volume pengambilan Air Tanah yang selanjutnya 
disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah 
dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur 
gali, sumur pasak, atau sumur bar. 

Pasal 2 
(1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai upaya melakukan pengendalian dalam 

pengambilan •· dan pemanfaatan air tanah untuk 
menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

10. Harga Air Baku yang selanju tnya disingkat HAB 
adalah Bia ya Investasi dalam rupiah untuk 
mendapatkan air baku terse but yang besarnya 
tergantung pad a harga yang berlaku didaerah 

9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD 
adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak 
Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga 
Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air. 
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Pasal 4 
(1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a 
dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi: 

a. ada sumber air alternatif; atau 
b. tidak ada sumber air alternatif. 

(2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria 
berikut: 
a. kualitas air tanah baik; atau 
b. kualitas air tanah tidak baik. 

dimamfaatkan; dan 
c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. 

tanah yang diambil dan/atau b. volume 

d. volume airyang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. Kualitas air; dan 
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air. 
Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diformulasikan untuk perhitungan NPA yang 
dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen 
berikut: 
a. sumber daya alam; dan 
b. peruntukan dan pengelolaan. 
Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut: 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air tanah; dan 
c. kualitas air tanah. 
Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor 
berikut: 
a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air 

tanah; 

(4) 
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Pasal 5 
(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah 

dibedakan . dalam 5 (lima) kelompok pengguna air 
tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan 
berikut: 
a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan 

produk berupa air, meliputi : 
1. pemasok airbaku; 
2. perusahaan air minum; 
3. industri air minum dalam kemasan; 
4. pabrik es Kristal; dan 
5. pabrik minuman olahan. 

b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan 

produk bukan air termasuk untuk membantu 
proses produksi dengan penggunaan air dalam 
jumlah besar, meliputi : 
1. industri tekstil; 
2. pabriklllakat:ian olahan; 
3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel 

bintang 5; 
4. pabrik Kimia; · dan 
5. industri farmasi. 

c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan 
produk bukan · air termasuk untuk membantu 
proses produksi dengan penggunaan air dalam 
jumlah sedang, meliputi: 
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; 
2. usaha persewaan jasa kantor; 
3. apartemen; 
4. pabrikes skala kecil; 
5. agro industri; dan 
6. industri pengolahan logam. 

d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan 
produk bukan air untuk membantu proses 
produksi dengan penggunaan air dalam jumlah 
kecil, meliputi: . · 
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa; 
2. tempat hiburan; 
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3. restoran; 
4. gudang pendingin; 
5. pabrik mesin eletronik; dan 

6. pencucian kendaraan bermotor; dan 
e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan 

produk bukan air untuk menunjang kebutuhan 
pokok, meliputi: 
1. usaha kecil skala rumah tangga; 
2. hotel non-bintang; 

3. rumah makan; dan 
4. rumah sakit. 

(2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar 
penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, 
bantu proses, atau baku utama. 

(3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan 
memperhatikan presentase penggunaan air tanah 
pada hasilindustrinya. 

BAB III 
KOMPONEN PENENTUAN NPA 

Pasal 6 
( 1) Komponen sumber daya alam dibedakan menjadi 4 

(empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot. 
(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

secara eksponensial dari nilai peringkatnya. 
(3) Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
memiliki nilai berdasarkan kelompok volume 
pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara 
progresif dengan tabel. 
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Pasal 10 

(1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat ( 1) terdiri dari Bia ya Investasi 
dibagi dengan Volume Pengambilan selama umur 
produksi. 

(2) HAB untuk .daerah ditetapkan sebagaimana yang 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 11 

(1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat' (1) mempunyai bobot masing-masing 
yang besarnya ditentukan berikut: 
a. Sumber daya alain (S) sebesar 60% (enam puluh 

persen); dan 
b. Peruntukan dan Pengelolaan (P) sebesar 40% 

(empat puluh persen) 

(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diperoleh dengan rumus berikut: 
NPA=(Volume Pengambilan) x HDA 

Pasal 9 

( 1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat ( 1) terdiri dari HAB dan FNA. 

(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diperoleh dengan rumus berikut: 
HDA=HAB x FNA 

Unsur penghitungan 
Pengambilan dan HDA. 

( 1) dari Volume terdiri 

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai 
sebagai faktor pengali terhadap presentase komponen 
peruntukan dan pengelolaan. 

(3) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB IV 
PENGHITUNGAN NPA 

Pasal 8 
NPA 
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Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, · "I t1>~·n,.,~<t'- 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
- ' 

·~. ~BU·. p.· ATEN BIMBA~ : .· \ lU . I 

',~ANARE I 
I 

BERI DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHON 2023 NOMOR 

5 
4 
3 
2 

NO 
I 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, CJ ~~~~~y,€~ 2023 

~ 
Pj. BUPATI BOMBANA,~7 . 

/ 
/ 

. . ,~ 
/~NUDDIN 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan 
! 
Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
I 
leknis Penentuan N~lai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak 
Atas Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten 
I 

Bombana Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan 

. rdak berlaku. 

I 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
hiundangkan. . 
~gar setiap oralig mengetahuinya, memerintahkan 

. bengundangan Pera~uran Bupati ini dengan penempatannya 

Ualam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diperoleh dengan rumus berikut: 
FNA = 60% 8+40% P 

(2) 
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Ij. BUPATI B07 

. f;-1 r rJ 
BURHANUDDIN /' 

NO 
I 
2 
3 
4 
5 

I 

I 
I 
l 

I 
I 
I 
I 

: i 

I Volume "' 0 Cl) 

~- 0 0 "' ~ I 0 0 I~ I O, Lt) Cl) 
- Cl) - 0 NO Pengambil Lt) I~ I~ oO 0 

I 
oO Lt) I - - - Lt) N 

0 Lt) 0 N II Peruntukan Lt) 

1 Kelompok q 1 1,5 2,25 3,38 5,06 
2 Kelompok d 3 4,5 6,75 10,13 15,19 
3 Kelompok ~ 5 7,5 11,25 16,88 25,31 
4 Kelompok ~ 7 10,5 15,75 23,63 35,44 
5 Kelompok ~ 9 13,5 20,25 30,38 45,56 

2.. Nilai Kompone~ Peruntukan dan P~ngelolaan Air Tanah 

I 

NO I Kriteria .. Peringkat Bo bot I 
1 Air Tanah Kualitas Baik, Ada 4 16 Sumber Air IAiternatif 

2 Air Tanah Kualitas Baik,Tidak Ada 3 9 Sumber Air !Alternatif : 

3 Air Tanah Kualitas Baik, Ada 2 4 Sumber Air !Alternatif 

·4 Air Tanah Kualitas Baik,Tidak Ada 1 1 Sumber Air !Alternatif , 

PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH .. 
PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN 
PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILA! 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR:i,8 TAHUN 2023 
TENT ANG I 

I 
I 
I 
I 

I - 
PERINGKAT DAN BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM SERTA NILAI I . 

KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH 
I 

I - 
L Peringkat dan IBobot Kriteria Komponen Sumber Daya Alam 

LAMPIRAN II 

.. I 
I 
I 
I 
i 


